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BAB V 

Penutup 

 

A. Simpulan  

 

 

1. Hak Untuk Mengajukan RTBF oleh Dokter dalam Dugaan Malpraktik 

 

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan “setiap orang berhak atas 

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak 

miliknya”.maka perlindungan hukum atas hak kehormatan dan martabat 

sebagaimana yang telah disebutkan diatas harus terpenuhi oleh hukum. 

Menurut Pasal 1 Undang - Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik Setiap informasi mengandung data, fakta dan dapat dipahami  

namun  apabila sebuah informasi tersebut bersangkutan dengan berita 

seseorang yang tidak relevan maka dengan kemungkinan yang sangat besar 

informasi tersebut dapat merugikan orang yang bersangkutan dari segi reputasi 

dan nama baik.  

Dalam kasus ini jika ada informasi mengenai dokter yang diduga 

melakukan malpraktik kemudian dilakukan pemeriksaan di pengadilan dan 

terbukti bahwa dokter tersebut telah melakukan tugas dan profesinya sesuai 

standar dan prosedur, sehingga dokter tersebut tidak diputuskan bersalah oleh 

hakim, maka dokter tersebut berhak untuk mengajukan haknya, sebagaimana 

yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang – Undang No.19 Tahun 2016 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan “Setiap 
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Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah 

kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan 

pengadilan” , maka dokter tersebut telah memenuhi unsur subyek orang yang 

bersangkutan dengan berita terkait dirinya yang tidak relevan, berdasarkan 

putusan Hakim bahwa dokter yang bersangkutan tidak terbukti melakukan 

malpraktik, oleh karena itu berita atau informasi tersebut merupakan berita 

yang tidak relevan / tidak akurat, sehingga berita tersebut dapat dihapus, 

sehingga apa yang menjadi hak dokter terpenuhi dan terlindungi oleh hukum 

sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang – Undang No.29 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi “ memperoleh perlindungan hukum 

sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan prosedur 

operasional”. 

Dalam kasus lain, apabila dokter yang telah melewati pemeriksaan 

terbukti melakukan malpraktik berdasarkan putusan Hakim, maka  dokter 

tersebut tidak dapat mengajukan haknya, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 

(3) Undang – Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik yang berbunyi “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib 

menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak 

relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang 

bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan” dalam kasus ini tidak 

memenuhi unsur “tidak relevan” karena informasi orang yang bersangkutan 
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merupakan informasi yang relevan, karena merupakan fakta berdasarkan 

putusan Hakim. 

 

2. Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam hal Dokter Mengajukan 

RTBF 

Tidak hanya dokter yang memiliki hak dan yang dilindungi oleh 

Hukum, pasien pun mempunyai hak yang dilindungi oleh hukum, sesuai 

dengan Undang – Undang yang ada di Indonesia yang mengatur mengenai hak 

– hak pasien, salah satunya yaitu pasien berhak memilih calon dokter yang akan 

melakukan tindakan medis terhadap dirinya sesuai ketentuan Pasal 32 huruf (g) 

Undang – Undang No.44 tentang Rumah Sakit yang berbunyi  ”memilih dokter 

dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku 

di Rumah Sakit” maka apabila dalam kasus dokter yang tidak terbukti bersalah 

kemudian dokter tersebut menghapus riwayat akan dugaan malpraktik terkait 

dirinya, maka hak pasien tersebut tetap terpenuhi. Dalam kasus lain, apabila 

seorang dokter terbukti melakukan malpraktik kemudian informasi di media 

internet mengeai malpraktik tersebut dihapus, maka kesempatan pasien dalam 

mempertimbangkan keputusan untuk memilih calon dokter juga menjadi 

hilang, dengan kata lain hak pasien tidak terpenuhi. 

 

 

 

B. Saran  
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Penulis dalam Penelitian ini memberikan saran kepada beberapa pihak 

antara lain kepada: 

1. Pemerintah  

Penulis memberikan saran kepada pemerintah khususnya lembaga 

pembuat Peraturan Perundang-undangan agar membuat peraturan-

peraturan yang lebih jelas mengenai Rights To Be Forgotten, karena 

masih luas dan belum spesifik mekanismenya. Peraturan tersebut 

menurut Penulis masih kurang jelas dalam mengatur mengenai jenis 

informasi apa saja yang dapat di hapuskan secara spesifik sehingga 

Penulis menyarankan kepada Pemerintah untuk merevisi atau 

memperjelas peraturan yang telah ada. 

2. Akademisi 

Penulis juga memberikan saran dan berharap kepada para akademisi 

agar melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan Rights To 

Be Forgotten di Indonesia, khususnya atas kasus terkait dokter yang 

diduga melakukan malpraktik. 

3. Pasien 

Sebagai seorang yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah 

Sakit, pasien harus lebih cermat dan teliti mengenai tindakan apa saja 

yang akan di lakukan oleh tenaga medis terhadapnya, dan sadar akan 

hak - hak yang dimilkinya sebagaimana yang telah dilindungi oleh 

hukum.
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